ABSTRAK

Terkait dengan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1)
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak adanya penjelasan dan batasan dari
perbuatan dalam unsur, sedangkan melanggar kesusilaan memiliki artian yang lebih luas dan
sifatnya yang subjektif antar masyarakat. Jika dikaitkan dengan internet tidak semua
informasi yang mengandung kesusilaan atau ketelanjangan yang diunggah di internet dapat
dikatakan melanggar kesusilaan, karena harus dilihat terlebih dahulu konteks sosial budaya
dan tujuannya, sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Bersama. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui penafsiran hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan
melalui internet sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan Perundang-undangandan konseptual dengan meneliti bahan hukum primer,
sekunder, tersier sebagai bahan dasar meneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
cara melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bahan-bahan hukum.

Majelis Hakim dalam memaknai frasa “muatan yang melanggar kesusilaan” sebelum
diterbitkannya Surat Keputusan Bersama melihat makna pada Kamus Besar Bahasa
Indonesia, mengacu pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan
dalam KUHP. Sedangkan setelah diterbitnya Surat Keputusan Bersama, Majelis Hakim
menafsirkan unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam arti sempit yaitu muatan
pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP,
sedangkan dalam arti luas yaitu muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang dianggap oleh
masyarakat melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan
tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.

Kata kunci : Unsur Muatan Melanggar Kesusilaan, Pasal 27 Ayat (1), Informasi Dan
Transaksi Elektronik



ABSTRACT

Regarding the element of “content that violates decency" in article 27 paragraph (1)
of the Information and Electronic Transaction Law, there is no explanation and limitation of
actions in the elements, while violating decency has a broader meaning and is subjective in
nature between people. If it is related to the internet, not all information containing decency
or nudity uploaded on the internet can be said to violate decency, because it must first look at
the socio-cultural context and its purpose, so that a Joint Decree is issued. This study was
conducted to determine the legal interpretation of decency crimes committed via the internet
before and after the issuance of the Joint Decree.

The research method used is normative juridical using a statutory and conceptual

approach by examining primary, secondary, tertiary legal materials as the basic research
material, then analyzed qualitatively by interpreting/interpreting legal materials.
The Panel of Judges in interpreting the phrase "content that violates decency"” before the
issuance of the Joint Decree looked at the meaning in the Big Indonesian Language
Dictionary, referring to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and in the
Criminal Code. Meanwhile, after the issuance of the Joint Decree, the Panel of Judges
interpreted the element of "content that violates decency” in a narrow sense, namely
pornographic content as regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography
and/or offenses related to decency in Article 281 and Article 282 of the Criminal Code. ,
whereas in a broad sense, namely the content (content) that contains something that is
considered by the community to violate the social rules agreed upon in a society, where the
rules can be written or unwritten and have been agreed for a long time.

Keywords: Elements Of Content Violating Decency, Article 27 Paragraph (1), Information
And Electronic Transactions
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